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ABSTRAK 
 

Skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Presidential Threshold 
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Perspektif Imam Al-Mawardi” ini merupakan 
studi untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: Bagaimana ketentuan sistem 
Presidential Threshold berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan 
umum? Bagaimana ketentuan sistem Presidential Threshold berdasarkan UU No. 
7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum perspektif Imam Al-Mawardi.  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif. Penelitian ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan metode 
pengumpulan data melalui dokumentasi dan literatur riview. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan konseptual untuk menemukan titik relevansi antara 
sistem Presidential Threshold berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang 
pemilihan umum dianalisis dengan pemikiran Al-Mawardi yang berkaitan dengan 
mekanisme pengangkatan kepala Negara.  

Hasil dari penelitian ini menyimpulkam, bahwa ketentuan Presidential 
Threshold yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 tetap dianggap sejalan 
dengan UUD NRI Tahun 1945, karena adanya ketentuan Presidential Threshold 
merupakan kebijakan hukum terbuka bagi DPR dan Presiden, ketentuan 
Presidential Threshold juga sebagai upaya untuk mencari figur kepala Negara 
yang berkualitas. Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sulthaniyah 
menjelaskan terkait mekanisme pengangkatan kepala Negara, ada dua cara yang 
dapat ditempuh yaitu ditunjuk langsung oleh kepala Negara sebelumnya dan 
dipilih oleh Ahlu al-Halli Wa al-’Aqdi. Untuk menjadi Ahlu al-Halli Wa al-’Aqdi 
harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya: Pertama, memiliki ilmu yang 
mumpuni. Kedua, memiliki sifat adil. Ketiga, memiliki kemampuan untuk 
berpendapat dan hikmah. Jadi titik relevansi antara pemikiran Al-Mawardi yang 
berkaitan dengan pengangkatan kepala Negara dengan ketentuan Presidential 
Threshold  berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 adalah pembatasan untuk dapat 
mencalonkan kepala Negara. Ketentuan Presidential Threshold  yang tercantum 
dalam UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa untuk dapat mencalonkan 
Presiden dan Wakil Presiden partai politik atau gabungan partai politik harus 
memenuhi syarat perolehan suara minimal 20% dari jumlah kursi DPR dan 25% 
dari suara sah nasional sebelumnya, sedangkan dalam konsep yang ditawarkan 
Al-Mawardi terkait mekanisme pengangkatan kepala Negara melalui Ahlu al-
Halli Wa al-’Aqdi, untuk menjadi Ahlu al-Halli Wa al-’Aqdi harus memenuhi 
syarat sebagaimana disebutkan diatas. 

Sesuai dengan kesimpulan diatas, perlu ada penelitian lebih lanjut yang 
berkaitan dengan prosedur pemilihan umum yang lebih efektif. Artinya, tanpa 
membedakan partai-partai politik peserta pemilu, baik partai baru atau lama. 
Karena dengan adanya ketentuan pemilu serentak dan pengaturan ambang batas 
(presidential thrshold) memaksa partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain. 
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